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BAB II 

PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM ISLAM 

 

A. Pengertian Perwalian 

Dalam literatur fiqih Islam, perwalian disebut al-walayah 

(mengurus/menguasai sesuatu). Secara etimologi perwalian memiliki 

beberapa arti yaitu cinta (al-mah{abbah), pertolongan (an-nashrah) dan 

kekuasaan/otoritas (as-sult}an wa al-qudrah). Adapun menurut terminologi 

para fuqaha, perwalian adalah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki 

seseorang untuk melakukan tindakan sendiri secara langsung tanpa harus 

bergantung atas seijin orang lain.
19

  Adapun menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, perwalian juga mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut: 

1. ‚Segala sesuatu yang berhubungan dengan wali; 

2. Pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya; 

3. Pembimbing (negara, daerah, dan sebagainya) yang belum bisa berdiri 

sendiri)‛
20

 

Adapula yang berpendapat bahwa perwalian itu berhubungan dengan 

wali. Adapun wali itu mempunyai banyak arti yang penggunaannya 

disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Berikut adalah beberapa pengertian 

tentang wali yaitu: 
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1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus 

anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa; 

2. Pengusaha pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang 

melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki); 

3. Orang s}aleh (suci), penyebar agama; 

4. Kepala pemerintah dan lain sebagainya.
21

   

Wali merupakan orang yang memelihara anak yatim serta mengurus harta 

benda anak tersebut baik itu dalam bentuk orang perorangan atau badan 

hukum.
22

 

Perwalian erat kaitannya juga dengan h}ad}a>nah. H{>ad}a>nah merupakan 

pemeliharaan dan pengasuhan anak yang masih kecil atau belum 

mumayyiz.23
 Dalam pengertian lain, h{ad{a>nah adalah pemeliharaan anak yang 

masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan dan anak-anak masih 

memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya.
24

 Pemeliharaan anak merupakan 

hak anak yang dalam Islam harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh 

orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara. Diantara hak-hak 

anak tersebut adalah pemeliharaan atas kehormahan, pemeliharaan atas 

keturunan/nasab, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas akal dan 

pemeliharaan atas harta.
25
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H{ad}a>nah berlaku ketika si anak masih mempunyai orang tua dan 

cakap merawat juga melakukan tindakan lainnya. Namun, ketika si anak itu 

sudah tidak memiliki orang tua atau memiliki orang tua namun sudah tidak 

cakap melakukan tindakan apapun, maka anak tersebut berada dalam 

perwalian.
26

 

Menurut KHI, perwalian adalah ‚kewenangan yang diberikan 

seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk 

kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, 

orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan 

hukum.‛
27

 

Menurut Abdulkadir Muhammad, perwalian merupakan kewajiban 

hukum yang dilakukan seorang wali untuk melakukan pengawasan dan 

mengurus diri si anak yang belum dewasa serta harta bendanya.
28

  

Menurut Prof. Subekti, perwalian berasal dari wali yang mempunyai 

arti bahwa orang lain sebagai pengganti orang tua menurut hukum 

diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum ba>ligh dalam 

melakukan perbuatan hukum.
29
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Dari beberapa pengertian perwalian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

perwalian adalah kekuasaan seseorang untuk memelihara dan mengurus diri 

anak yang belum dewasa termasuk juga memelihara dan mengurus harta 

bendanya. Dalam hal ini, penulis membahas tentang perwalian terhadap anak 

kecil (belum dewasa) yang salah satu orang tua (ibu) nya meninggal dunia. 

 

B. Dasar Hukum 

Dalam permasalahan perwalian anak yang belum dewasa untuk 

mengurus harta dijelaskan surat al-Nisa>’ ayat 2, 5, 6 dan 10 sebagai berikut: 

                                     

         

 
Artinya: ‚Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah 

dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan 

yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama 

hartamu. Sungguh, (tindakan memakan dan menukar) itu adalah 

dosa yang besar.‛  

 

Pada ayat 2 surat al-Nisa>’ ini menjelaskan tentang kewajiban para wali dan 

penerima wasiat untuk menjaga dan menggunakan harta anak yatim yang 

belum dewasa dengan baik.
30

 Serta larangan mengambil harta yang bernilai 

untuk pribadi si wali dan menukarnya dengan yang buruk untuk diberikan 

kepada anak yatim.
31

 

                                                 
30

 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maragi, juz 4, terj. Bahrun Abu Bakar, Hery 

Noer Aly, (Semarang: CV. Toha Putra, 1974), 323.  
31

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Volume 2, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 321. 



25 

 

 

                                

                                

                                        

                                            

 

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum 

sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu 

yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka 

belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada 

mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai 

mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut 

pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka 

serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu 

memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan 

(janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka 

dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka 

hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan 

barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara 

yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada 

mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah 

Allah sebagai pengawas.
32

 

Pada ayat ini menjelaskan bahwa, para wali boleh menyerahkan harta 

anak yatim ketika si wali melihat tanda-tanda mereka sudah dewasa. Dan 

wali juga memberitahukan kepada anak tersebut bahwa harta itu miliknya 

dan akan diserahkan kembali ketika mereka sudah dewasa. Adapun wali bisa 

menguji kedewasaan anak itu dengan memberi sedikit hartanya, bila mereka 

sudah pandai dan mengerti cara menggunakan serta membelanjakannya 

berarti mereka sudah dewasa. Atau dengan mengetahui bahwa anak tersebut 

siap untuk membina rumah tangga. Serta larangan bagi wali untuk 

menggunakan harta anak yang dalam perwaliannya secara berlebihan untuk 
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kepentingan pribadinya dengan alasan anak tersebut masih kecil dan wajib 

menghadirkan saksi ketika penyerahan harta tersebut kepada anak yang ada 

dalam perwaliannya.
33

 

                                 

      

Artinya: ‚Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak 

yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api dalam perutnya 

dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala 

(neraka).‛
34

 

Ayat diatas menjelaskan larangan bagi wali memakan harta anak 

yatim dengan cara yang tidak benar atau tidak seperlunya saja pada saat 

yang sangat terpaksa dan mendesak hanya untuk upah bagi pekerjaan 

pengasuh. Karena perbuatan memakan harta yang demikian menyebabkan 

wali mendapatkan azab neraka kelak.
35

 

Selain dalam surat al-Nisa>’, masalah tentang perwalian harta anak di bawah 

umur ada dalam surat al-An‘a>m ayat 152, sebagai berikut: 

                            

                                    

                 

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 

dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) 

dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. 
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Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut 

kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, 

sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah 

Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.
36

 

Demikian pula, pada ayat dijelaskan kembali larangan bagi wali 

dalam memakan atau menggunakan bahkan mendekati (tidak terjerumus 

atau merangsang nafsu untuk melakukan) dengan cara yang tidak 

diperkenankan. Pada ayat ini, lebih berisi perintah-perintah bagi seorang 

wali yaitu untuk menyempurnakan pada saat menakar dan menimbang serta 

melakukannya dengan adil (membuat kedua belah pihak senang dalam hal 

melakukan transaksi). Kemudian perintah untuk berbicara yang benar dan 

adil, bila tidak mampu atau takut mengucapkan kebenaran maka wajib 

baginya untuk diam. Serta perintah untuk memenuhi janji kepada Allah 

untuk memelihara dan memenuhi hak-hak kaum yang lemah dalam hal ini 

adalah anak yatim.
37

   

Surat al-Isra>’ ayat 34 

                            

       

Artinya: ‚Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 

dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan 

penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung 

jawabannya.‛
38
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Pada ayat ini pula dijelaskan tentang larangan bagi seorang wali 

berkaitan dengan harta anak yatim.  Pada ayat ini diingatkan kembali bagi 

para wali agar tidak memanfaatkan harta anak yatim untuk kepentingan 

pribadinya dengan alasan bahwa mereka adalah orang yang mengelola harta 

tersebut, meskipun wali dapat memanfaatkannya dalam batas yang 

diperkenankan namun tetap tidak diperbolehkan membelanjakan harta itu 

dalam keadaan tergesa-gesa sebelum anak yang berada dalam perwaliannya 

itu dewasa.
39

 Serta menunaikan janji (memeliharanya menurut cara yang 

diijinkan oleh syariat dan undang-undang yang diridhoi oleh Allah). Adapun 

janji ini seperti akad-akad muamalah dalam soal jual beli, sewa-menyewa 

dan lainnya.
40

 

Dalam h}adi>th juga disebutkan kebolehan wali untuk menggunakan 

harta anak yatim yang dipeliharanya sebagai berikut: 

ثَ نَاهُ أبَوُ كُرَي   لِوِ تَ عَالََ )وَمَن   وَحَدَّ ثَ نَا ىِشَامٌ عَن  أبَيِوِ عَن  عَائِشَةَ فِِ قَ و  ثَ نَا أبَوُ أُسَامَةَ حَدَّ بٍ حَدَّ
تَ ع فِف  وَمَن  كَانَ فَقِيراً فَ ل يَأ كُل  باِل مَع رُوفِ( قاَلَت  أنُ زلَِت  فِِ  أَن  يُصِيبَ  وَلَِِّ ال يَتِيمِ كَانَ غَنِيًّا فَ ل يَس 

رِ مَالِوِ باِل مَع رُوف.مِن  مَالِ   وِ إِذَا كَانَ مُُ تَاجًا بقَِد 

 ‚Dari Aisyah r.a. tentang firman Allah ‚dan barangsiapa (di antara 

pemelihara anak yatim itu)  mampu maka hendaklah ia menahan 

diri dan barangsiapa miskin maka ia boleh makan harta itu dengan 

wajar‛----al-Nisa>’: 6; Ini diturunkan tentang wali anak yatim 

apabila dalam keadaan miskin, yaitu bahwa ia boleh makan harta 
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anak yatim yang dipeliharanya itu sebagai ganti dari 

pemeliharaannya dengan wajar‛ (HR. Muslim). 
41

 

 ٌ ثَ نَا حُسَيْ  ثَ هُم  حَدَّ اَرِثِ حَدَّ عَدَةَ أَنَّ خَالِدَ ب نَ الْ  ثَ نَا حُُيَ دُ ب نُ مَس  عَن   -يَ ع نِِ ال مُعَلِّمَ  -حَدَّ
هِ أَنَّ رَجُلًا أتََى النَّبَِّ  روِ ب نِ شُعَي بٍ عَن  أبَيِوِ عَن  جَدِّ الَ إِنِِّّ فَقِيٌر فَ قَ  -صلى الله عليو وسلم -عَم 

ءٌ وَلَِ يتَِيمٌ قاَلَ  رِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأثَِّلٍ ليَ سَ لَِ شَى  رَ مُس   .فَ قَالَ كُل  مِن  مَالِ يتَِيمِكَ غَي  
‚Dari H{umaid bin Mas’adah sesungguhnya Khalid bin H{arith 

mengabarkan mereka dari H{usain yakni guru, dan dari Amr bin 

Syu’aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya ada 

seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu ia 

berkata: Sesungguhnya aku adalah miskin, tidak memiliki apa-apa 

dan aku seorang pemelihara anak yatim. Kemudian Nabi 

Muhammad SAW bersabda: makanlah harta anak yatim yang 

engkau pelihara itu dengan cara tidak berlebih-lebihan, tidak boros 

dan tidak menghabiskan harta pokoknya‛. (HR. Abu> Da>ud).
42

   
 

C. Syarat dan Urutan Wali 

1. Syarat wali 

Orang yang menjadi wali dan diwasiati menjadi wali disyaratkan 

harus ba>ligh, mengerti, seagama dan adil.
43

 Demikian menurut para 

ulama mazhab sepakat bahwa seorang wali maupun orang yang 

diwasiati oleh si wali harus ba>ligh, mengerti dan adil. Para ulama 

mazhab juga bersepakat bahwa tindakan yang dilakukan wali selama 

dalam memanfaatkan harta orang yang berada dalam perwaliannya itu 

baik dan manfaat maka itu sah.
44

 

Syarat bagi seorang wali yang pertama harus ba>ligh atau dewasa. 

Hal ini disebabkan karena anak kecil sekalipun sudah mummayiz anak 
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tersebut masih membutuhkan orang lain untuk mengurus serta 

mengasuhnya sehingga bila seorang wali belum dewasa maka tidak 

boleh menangani urusan orang lain.
45

 Dan orang atau wali yang sudah 

dewasa, hak perwaliannya serta ucapannya dianggap sah dan dapat 

dipertanggungjawabkan.
46

 

Adapun syarat yang kedua bagi wali adalah orang yang mengerti 

atau berakal. Syarat ini disepakati oleh para fuqaha sebagai syarat 

sahnya perwalian. Orang yang tidak berakal atau gila tidak sah menjadi 

wali. Hal ini disebabkan karena dia tidak dapat membedakan yang benar 

dan salah juga tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Sehingga mana 

mungkin dia mengurus urusan orang lain padahal mengurus urusannya 

sendiri dia tidaklah mampu. Selain itu juga mereka yang tidak berakal 

tidak berhak melakukan melakukan suatu akad (transaksi jual beli dan 

sebagainya) karena apa yang diucapkan olehnya itu tidak mempunyai 

implikasi hukum.
47

 

Berikutnya yang ketiga adalah seagama dalam hal ini beragama 

Islam menjadi syarat seorang menjadi wali. Karena perwalian juga 

termasuk didalamnya masalah h{ad{a>nah, maka anak kecil yang Muslim 

tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non-Muslim. Hal ini disebabkan 

karena anak tersebut akan meniru agama dan tradisi dari pengasuhnya 
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yang non-Muslim. Sehingga mengakibatkan anak tersebut susah 

meninggalkan agamanya ketika dia telah dewasa kelak.
48

 Hal ini juga 

disebutkan dalam firman Allah surat al-Nisa>’ ayat 141 sebagai berikut: 

  …                    

‚Allah tidak akan memberi jalan orang-orang kafir untuk 

mengalahkan orang-orang beriman‛ 

Serta dijelaskan pula dalam sebuah h{adi>th49
 sebagai berikut: 

…وِ انِ سَ جِّ يَُ  و  اَ  وِ انِ رَ صِّ نَ ي ُ  و  اَ  وِ انِ دَ وِّ هَ ي ُ  وِ ي  وَ ب َ اَ  نَّ اَ  لاَّ اِ  ةِ رَ ط  لفِ ى ا  لَ عَ  دُ لَ و  ي ُ  دٍ و  لُ و  مَ  ل  كُ   

‚Setiap anak yang dilahirkan dalam  keadaan fitrah. Hanya ibu 

bapaknyalah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi.‛ 

Syarat yang terakhir untuk menjadi seorang wali yaitu adil.  

Adapun pengertian adil sendiri para ulama berbeda pendapat namun 

tetap semakna. Menurut ulama Syafi’iyah, adil yaitu menjauhkan diri 

dari dosa besar dan meninggalkan kebiasaan melakukan dosa-dosa 

kecil. Ulama H>{anafiyah mendefinisikan adil cukup dilihat dari 

keIslamannya dan dikenal tidak pernah melakukan hal yang 

diharamkan. Dari kalangan ulama Malikiyah mengartikan adil yaitu 

patuh terhadap perintah agama dengan  senantiasa menjauhkan diri dari 
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dosa-dosa besar maupun dosa kecil serta menjalankan amanah dan 

berperilaku baik. Sedangkan menurut ulama H{anabilah menyatakan 

adil itu baik sikap keagamaannya serta menjaga kehormatan dirinya 

dengan senantiasa memperindah perilakunya dan meninggalkan hal 

yang akan mengotorinya. Dan menurut ulama Imamiyah adil 

merupakan sikap konsisten dalam beramal baik  (melaksanakan yang 

diperintahkan dan menjauhi yang dilarang).  Jadi dari perbedaan 

definisi diatas dapat diambil benang merahnya bahwa orang yang adil 

itu memiliki ciri dia  selalu menjauhkan diri dari dosa besar maupun 

kecil, kebaikannya melebihi kejahatannya dan kebenarannya lebih 

banyak dari salahnya.
50

  

Menurut KHI pasal 107 ayat 4, dijelaskan bahwa ‚wali itu 

disyaratkan sudah dewasa, pikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan 

baik‛
51

 demikian pula yang dijelaskan dalam pasal 51 ayat 2 UU No.1 

Tahun 1974 yakni ‚wali sedapat-dapatnya  diambil dari keluarga anak 

tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur 

dan berkelakuan baik.‛
52

 

2. Urutan wali 

Perwalian atas anak yang masih kecil adalah ayahnya. Bila 

ayahnya tidak ada maka berpindah kepada orang yang diwasiati karena 
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dia adalah wakil dari ayahnya. Bila tidak ada maka berpindah ke tangan 

hakim, kakek, ibu.
53

 

وُ بُ صِ ن  ي َ  ن  مَ  و  اَ  ي  اضِ قَ ال   ثَُّ  امَ هُ ي ُ صِ وَ  ثَُّ  هُ د  جَ  ثَُّ  هُ و  ب ُ اَ  بِِّ الصَّ  لِ  وَ   

‚Wali bagi anak secara berurutan adalah pertama, bapaknya kemudian 

kakeknya (bapaknya bapak), kemudian orang yang diwasiati oleh 

mereka (ayah dan kakek), kemudian qad}i (hakim) atau orang yang 

diangkat oleh hakim untuk mengurusnya.‛
54

 

Para ulama mazhab bersepakat bahwa wali anak kecil adalah 

ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian kecuali 

pendapat sebagian ulama Syafi’i. Menurut ulama H{anafiyah, ibu tidak 

mempunyai hak perwalian dalam hal harta. Demikian halnya menurut 

ulama H{anabilah, kakek (ayah dari ayah) juga ibu tidak punya hak 

perwalian. Begitu juga ulama Malikiyah, tidak disebutkan ibu 

mempunyai hak perwalian soal harta.
55

  

 Namun ada perbedaan pendapat mengenai wali yang bukan 

ayah. Menurut H{ambali dan Maliki, wali sesudah ayah adalah orang 

yang diwasiati oleh ayah, bila tidak ada orang yang diwasiati maka jatuh 

ke tangan hakim. Menurut H{anafi, wali setelah ayah adalah orang yang 
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menerima wasiat dari ayah, kemudian kakek dari pihak ayah. Lalu orang 

yang menerima wasiat dari kakek, bila tidak ada maka jatuh ke tangan 

hakim. Menurut Syafi’i, wali sesudah ayah adalah kakek, kemudian 

orang yang di wasiati ayah lalu orang yang di wasiati kakek setelah itu 

hakim. Menurut Imamiyah, wali itu berada di tangan ayah dan kakek, 

kemudian bila tidak ada keduanya maka jatuh ke tangan orang yang 

menerima wasiat dari salah seorang diantara keduanya. Bila tidak ada 

penerima wasiat dari ayah atau kakek, maka jatuh ke tangan hakim.
56

 

Menurut KHI, wali diambil dari keluarga si anak atau orang lain 

(pasal 107 ayat 4) atau orang maupun badan hukum yang diwasiati oleh 

orang tua anak tersebut sebelum orang tuanya meninggal (pasal 108). 
57

 

Demikian pula dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 51 

ayat 2 dijelaskan bahwa wali keluarga si anak atau orang lain. Yang 

dimaksud keluarga dalam hal ini dapat dilihat kembali pada pasal 49 

ayat 1 yaitu: 

1. Keluarga anak dalam garis lurus keatas yaitu kakek baik dari pihak 

ayah maupun ibu: 

2. Saudara kandung yang telah dewasa yaitu kakak anak tersebut.
58
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D. Pengertian Anak di Bawah Umur 

Anak yang masih kecil atau masih dibawah umur  segala tindakannya 

dinyatakan tidak sah, kecuali bila mencapai usia dewasa (ba>ligh) dan 

mempunyai kecerdasan dalam menggunakan harta.
59

 Anak kecil (yang belum 

mencapai usia ba>ligh) tidak diperbolehkan mengelola serta mengendalikan 

hartanya kecuali dengan ijin kedua orang tuanya atau walinya.
60

 Sehingga 

bagi anak yatim, mereka memerlukan adanya seorang wali untuk mengurus 

dirinya juga hal-hal yang berkaitan dengan harta bendanya. Hal ini dilakukan 

untuk menjaga kemashlahatan yang nantinya juga akan kembali kepada anak 

tersebut ketika dewasa. 

Menurut ulama mazhab Syafi’i, anak di bawah umur yaitu anak yang 

belum akil ba>ligh yang harus diawasi dan dijaga oleh wali atau kedua orang 

tuanya. Mengenai harta benda yang dimilikinya ketika ayahnya meninggal 

tidak boleh diberikan ketika dia belum dewasa. Adapun tanda-tanda ba>ligh 

menurut ulama Syafi’i adalah telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan telah 

haid bagi perempuan, telah tumbuh rambut pada kemaluan dan telah 

bermimpi sebagai orang dewasa.
61

 Dalam pendapat lain sama disebutkan 

juga ba>ligh  dapat dilihat dari munculnya beberapa tanda-tanda yaitu: 

1. Keluarnya mani baik waktu terjaga atau tidur; 
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2. Telah sampai umur 15 tahun; 

3. Tumbuhnya rambut didaerah kemaluan; 

4. Haid dan mengandung.
62

 

Menurut para ulama mazhab juga sepakat, bahwa haid dan hamil merupakan 

tanda ba>ligh bagi seorang perempuan. Dan keluarnya mani merupakan tanda 

ba>ligh untuk laki-laki. Karena haid kedudukannya sama dengan laki-laki 

yang telah mengeluarkan mani.  

Tindakan hukum yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz itu 

dibedakan menjadi dua yaitu yang bersifat perbuatan dan bersifat perkataan. 

Menurut para ulama fiqih, tindakan hukum yang bersifat perbuatan tetap 

berlaku. Bilamana anak kecil merusak atau menghilangkan barang seseorang 

maka wajib mengganti atau membayar dendanya. Namun jika tindakan 

hukum yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz itu bersifat 

perkataan, para ulama fiqih sepakat bahwa perkataan atau pernyataannya 

dianggap batal baik menguntungkan maupun merugikan baginya. Namun 

mengenai tindakan hukum yang dilakukan oleh anak yang sudah mumayyiz 

ada perbedaan pendapat. Menurut para ulama, bila tindakan tersebut 

menguntungkan maka tindakan tersebut sah tanpa harus ada persetujuan dari 

walinya. Begitupun sebaliknya, bila merugikan maka tindakannyapun tidak 

sah dan persetujuan walipun tidak berlaku. Kecuali menurut H{anabilah bila 

tindakan disetujui oleh wali maka tindakannyapun dinilai sah. Namun bila 
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tindakan tersebut antara menguntungkan dan merugikan seperti jual beli dan 

sewa-menyewa maka sah hukumnya bila mendapat persetujuan dari walinya 

menurut ulama H{anfiyah dan Malikiyah. Sedangkan menurut ulama 

H{anabilah dan Syafi’iyah, tindakan anak kecil yang belum mumayyiz atau 

sudah yang bersifat spekulasi itu tidak sah. Akan tetapi menurut Hanabilah 

tindakan tersebut sah bila bersifat tidak spekulasi dan diijinkan oleh 

walinya.
63

    

Namun mengenai batas umur seorang anak yang telah ba>ligh, para 

ulama berbeda pendapat. Menurut Syafi’i dan H{ambali, umur anak yang 

sudah ba>ligh adalah 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan 

menurut Maliki, anak laki-laki dan perempuan yang dinyatakan sudah ba>ligh 

itu berumur 17 tahun. Adapun menurut H{anafi, anak laki-laki yang ba>ligh itu 

minimal dia telah berumur 12 tahun dan maksimal berumur 18 tahun. 

Kemudian bagi anak perempuan yang sudah berumur minimal sembilan 

tahun dan maksimal 17 tahun itu dinyatakan ba>ligh.
64

  

Anak di bawah umur berdasarkan KHI yaitu anak yang belum 

mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
65

 

Namun apabila telah terjadi perkawinan sebelum umur 21 tahun kemudian 

bercerai, maka anak tersebut tidak lagi disebut anak di bawah umur (belum 
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dewasa).
66

 Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974, anak di bawah umur 

adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 

melakukan perkawinan.
67

 

 

E. Kewajiban Wali 

Berdasarkan surat al-Nisa>’ ayat 2, 5, 6 dan 10, surat al-An’a>m ayat 

152 dan surat al-Isra’ ayat 34 yang dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa 

tugas atau kewajiban seorang wali yaitu memelihara harta anak tersebut, 

mengembangkan dan mengelola harta tersebut sesuai dengan kebutuhan dan 

tidak merugikan, memanfaatkan dan membelanjakan harta sesuai kebutuhan 

si anak, dan mengembalikan harta tersebut ketika si anak telah dewasa 

dengan cara yang baik dan adil. 

Wali memiliki tugas pokok mengenai h}ad}a>nah atas anak meliputi 

penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan. Dan mengenai 

perwalian atas harta sampai anak itu cerdas serta perwalian dalam 

pernikahan terhadap anak perempuan sampai anak tersebut menikah dan 

terhadap anak laki-laki sampai dia akil ba>ligh.
68

 

Dalam fiqih kewajiban atau tugas wali itu sama halnya dengan  tugas 

orang tua yang menjalankan kekuasaannya. Pada umumnya tugas atau 

kewajiban orang tua adalah memelihara diri pribadi anaknya yang masih 
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belum dewasa serta mengelola harta kekayaannya. Dan seorang ayah atau 

kakek dapat memberi wasiat kepada orang lain untuk menjadi wali anaknya 

ketika dia meninggal dunia.
69

  

Wali wajib mengeluarkan harta anak yang berada dalam 

perwaliannya yang wajib dilakukan atasnya diantaranya seperti membayar 

hutang, membayar ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan, 

mengeluarkan zakat, meskipun tidak ada permintaan itu ke wali. Wali wajib 

mengeluarkan nafkah bagi orang yang berada dalam perwaliannya menurut 

apa yang patut, tidak boleh kikir dan juga tidak boleh terlalu boros tetapi 

yang wajar-wajar saja menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
70

 

Mengenai kewajiban seorang wali dijelaskan pada bab XV KHI 

tentang perwalian yaitu: 

Pasal 110 

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada 

dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban 

memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya 

untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. 

2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta 

orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan 

tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah 

perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan. 

3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah 

perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat 

kesalahan atau kelalaiannya. 

4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat 

(4) UU No.1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) 
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harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup satu tahun satu 

kali. 

Pasal 111 

1. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di 

bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 

tahun atau telah menikah. 

2. Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama 

berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada 

di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya. 

Pasal 112 

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah 

perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut 

kepatutan atau bil ma’ruf kalau wali fakir.
71

 

Adapun menurut UU No.1 Tahun 1974, kewajiban seorang wali 

diatur dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5, sebagai berikut: 

Pasal 51 

3. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta 

bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan 

kepercayaan anak itu. 

4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah 

kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua 

perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. 

5. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di 

bawah perwaliannya  serta kerugian yang ditimbulkan karena 

kesalahan atau kelalaiannya.  

 

 

F. Berakhirnya Perwalian 

 

Sama halnya dengan h{ad}a>nah, perwalian juga memiliki batas akhir 

(berhenti). H{ad{a>nah berakhir bila anak kecil tersebut telah dewasa dan dapat 
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berdiri sendiri. Mereka sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri seperti 

makan, berpakaian dan lain sebagainya.
72

  

Pada umumnya, perwalian itu berakhir disebabkan oleh beberapa hal 

yaitu: 

1. Anak yang berada di bawah perwalian itu telah dewasa; 

2. Anak yang berada dalam perwalian itu meninggal dunia; 

3. Wali anak tersebut meninggal dunia; 

4. Wali itu dicabut hak nya untuk melakukan perwalian.
73

 

Menurut KHI, perwalian berakhir bila anak yang berada dalam 

perwalian telah berumur 21 tahun atau telah menikah dan apabila hak 

perwaliannya telah dicabut oleh Pengadilan. Sedangkan menurut UU No.1 

Tahun 1974, perwalian berakhir bila anak yang berada dalam perwaliannya 

berumur 18 tahun atau telah menikah dan apabila hak perwaliannya dicabut 

oleh Pengadilan serta apabila anak yang ada dalam perwaliannya meninggal 

dunia.
74

 

Dalam hal pencabutan kekuasaan perwalian oleh Pengadilan Agama 

karena permohonan kerabat anak yang berada dalam perwalian itu 

disebabkan oleh beberapa hal yaitu: 

1. Tidak sungguh-sungguhnya wali dalam memelihara anak yang di bawah 

perwaliannya. 
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2. Terlantarnya pendidikan si anak dan tidak diberikannya bimbingan 

agama terhadap si anak. 

3. Memindahtangankan harta benda si anak yang tidak untuk kepentingan 

anak tersebut. 

4. Si wali mempunyai perilaku yang tidak baik dan tidak patut di contoh 

oleh anak kecil. 

5. Perbuatan dan keadaan lainnya yang semuanya dapat merugikan 

kepentingan anak yang berada dalam perwaliannya. 
75

 

 

G. Maslahah Mursalah 

Al-maslahah adalah bentuk mufrad, yang bentuk jamaknya adalah al-

mas}o>lih. Kata ini semakna dengan al-khair (kebaikan), al-naf’u (manfaat), al-

h{asanah (kebaikan). Imam al-Ghazali menjelaskan al-mas{lah{ah adalah suatu 

gambaran dalam meraih suatu manfaat dan menolak kemudaratan dengan 

tetap memelihara tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta.
76

 

Adapun maslahah yang belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada 

dalil tentang pengakuan dan pembatalannya disebut mas{lah{ah mursalah.
77

 

Ada tiga syarat mas{lah{ah mursalah yang dapat dijadikan dasar pembentukan 

hukum yaitu: 
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1. Berupa mas{lahah yang sebenarnya, dalam arti jika direalisasikan 

pembentukan hukum tentang suatu kejadian tertentu, maka dapat 

mendatangkan keuntungan atau menolak kemadharatan. 

2. Berupa mas{lahah umum, yang artinya jika pembentukan hukum itu 

direalisasikan, maka akan mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi 

mayoritas umat manusia. 

3. Tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang ditetapkan Islam.
78

  

Selain itu, dalam penelitian ini juga berhubungan dengan kaidah fiqh 

yang menjelaskan bahwa jika ada pertentangan antara kerusakan dan 

kemaslahatan pada suatu perbuatan, jika suatu perbuatan itu ditinjau dari 

segi larangan menyebabkan kerusakan dan ditinjau dari segi lainnya 

mengandung kemaslahatan, maka segi larangan yang harus didahulukan,  

yaitu: 

صَالِحِ 
َ
مُ عَلَى جَل بِ ا لم فَاسِدُ مُقَدِّ

َ
 دَر ءُ ا لم

‚Artinya: menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan 

kemaslahatan‛.
79
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